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BUPATI WAJO  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

8 ayat (6), maka perlu membentuk Peraturan Bupati 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Air Tanah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4377); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014   

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan             

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015   

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 

tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982  Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3225); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001              

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 

tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4859); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air 

Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2010 Nomor 7); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo           

Tahun 2011 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

WAJO NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG 

PENGELOLAAN AIR TANAH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Wajo. 

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Sumber Daya Alam, 

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Dinas  Pengairan Sumber Daya Alam, untuk pengelolaan 

dan Bantuan Pelayanan terpadu untuk perizinan. 

4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

5.  Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat 

menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan 

ekonomis. 

6. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua 

kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, 

dan pelepasan air tanah berlangsung. 

7. Wilayah Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut Wilayah 

CAT adalah bagian CAT yang masuk dalam administrasi 

Kabupaten Wajo. 

8. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang 

mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu CAT yang 

ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih tinggi dari pada 

muka pisometrik. 



~ 4 ~ 
 

9. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang 

berlangsung secara alamiah pada CAT ditandai oleh kedudukan 

muka preatik lebih rendah dari pada muka pisometrik. 

10. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat 

mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin 

pengusahaan air tanah.  

11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah serta pengendalian 

daya rusak air tanah. 

12. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data 

dan informasi air tanah. 

13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa 

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang. 

14. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan 

sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, 

konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain 

melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan 

sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium. 

15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air 

untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah 

untuk berbagai keperluan. 

16. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna 

pakai air dari pemanfaatan air tanah. 

17. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak 

guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 

18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 

yang tetap serta badan usaha lainnya. 
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19. Perorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air 

untuk keperluan usahanya. 

20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air 

tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai 

sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan 

atau imbuhan air tanah.  

21. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, 

saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah 

yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana 

eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, 

pemantauan atau imbuhan air tanah. 

22. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air 

tanah untuk berbagai keperluan. 

23. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau 

yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan 

lingkungan air tanah. 

24. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk 

meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu. 

25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan. 

26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  
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Pasal 2 

Pelaksanaan konservasi air tanah sebagai berikut : 

a. penentuan zona konservasi air tanah; 

b. perlindungan dan pelestarian air tanah; 

c. pengawetan air tanah dan penghematan air tanah; 

d. pembangunan sumur resapan; dan 

e. pembuatan lubang resapan biopori. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wajo. 

   Ditetapkan di Sengkang                                                                                   

pada tanggal, 17 Februari 2018 

          BUPATI WAJO, 

         TTD 

ANDI BURHANUDDIN UNRU 

Diundangkan di Sengkang                                                                                      

pada tanggal, 1 Feberuari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

                           TTD       

              ANDI TENRILIWENG 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  Sekretariat Daerah Kab. Wajo  

     Kabag Hukum dan HAM 

           TTD 

      Hj. ANDI KHAERANI, SH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 17 




